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Analisis Pemahaman dan Implementasi Dasar Pengenaan Pajak Nilai
Lain pada Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai oleh Wajib Pajak

Badan di Jakarta Selatan
Khalif Musyaffa Zaidan

Program Studi Akuntansi‘Keuangan Terapan
ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta PMK
No. 131 Tahun 2024°dan PMK No. 11 Tahun 2025 memperkenalkan mekanisme
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dengan formula 11/12 dari“harga
transaksi, sehingga menghasilkantarif efektif Pajak Pertambahan Nilai sebesar.11%
untuk barang dan jasa non-mewah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tingkat pemahaman, implementasi, kendala, serta upaya peningkatan ketepatan
penerapan DPP Nilai Lain oleh wajib pajak badan yang berdomisili di Jakarta
Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi,
dengan subjek penelitian. adalah staf ‘pajak’ yang secara langsung
mengimplementasikan DPP - Nilai _Lain  dalam operasional perusahaan.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposive. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemahaman informan terhadap konsep DPP Nilai
Lain bervariasi, dengan informan berpengalaman menunjukkan pemahaman lebih
sistematis. Implementasi teknis telah berjalan melalui perhitungan formula 11/12,
pengkodean faktur, dan ekualisasi omzet, meskipun masih terdapat kendala pada
otomatisasi sistem, koordinasi antar departemen; dan risiko sanksi akibat kesalahan
input. Upaya adaptasi yang dilakukan ‘meliputi pelatihan, konsultasi dengan
Account Representative, serta pembaruan sistem akuntansi internal. Penelitian ini
merekomendasikan otomatisasi perhitungan DPP Nilai I.ain dalam sistem Coretax
serta sosialisasi yang lebih masif dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kata kunci: DPP Nilai Lain, Pajak Pertambahan Nilai, pemahaman pajak,

kepatuhan pajak, fenomenologi
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Analysis of Corporate Taxpayers' Understanding and
Implementation of the Alternative Tax Base (DPP Nilai Lain) in
Value-Added Tax (VAT) Calculation in South Jakarta

Khalif Musyaffa Zaidan
Applied Finance Aecounting Study Program

ABSTRACT

The Tax. Regulation Harmonization Law, together with Minister of Finance
Regulation No. 131 of 2024'and No. 11 of 20235, introduced the Alternative Tax Base
(DPPNilai Lain) mechanism, calculated as 11/12 of the transaction value, resulting
in an effective Value-Added Tax (VAT) rate of 11% for non-luxury goods and
services. This study analyzes.corporate taxpayers' understanding, implementation,
obstacles, and improvement efforts regarding the Alternative Tax Base in South
Jakarta. A qualitative phenomenological approach was used; with tax staff who
directly apply the mechanism as research subjects.Data were collected through in-
depth interviews, observation, and documentation_involving seven purposively
selected informants. The results show that informants' understanding of the concept
varies, with more experienced informants demonstrating a more systematic grasp.
Technical implementation runs through the 11/12 formula, tax invoice coding, and
revenue equalization, though -obstacles persist «in ~system -automation, inter-
departmental coordination, and sanction risks from input errors. Adaptation efforts
include training, consultation with Account Representatives, and internal system
updates. The study recommends automating ‘the calculation within the Coretax
system and expanding outreach by the Directorate General of Taxes

Keywords: Alternative Tax Base, Value-Added Tax, tax understanding, tax

compliance, phenomenology
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan
penting dalam mendukung pembangunan_nasional dan,stabilitas ekonomi suatu
negara. Hampir seluruh negara dirdunia mengandalkan pajak sebagai instrumen
utama untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem perekonomian modern, pajak
tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga scbagai
instrumen kebijakan fiskal untuk mengatur pertumbuhan ekonomi'dan distribusi
pendapatan. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap
penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak
tidak langsung yang dikenakan atas setiap transaksi barang dan jasa pada setiap
tahapan produksi dan distribusi hingga mencapaikonsumen akhir. Oleh karena itu,
optimalisasi pemungutan PPN menjadi strategi penting pemerintah dalam
meningkatkan penerimaan negara serta menjaga. stabilitas fiskal (Majid, Hilda &
Lintang 2023).

Di Indonesia, pajak memiliki peran strategis'dalam pembiayaan pembangunan
nasional serta menjaga stabilitas ekonomi negara. Pemerintah terus melakukan
reformasi. perpajakan guna meningkatkan .efektivitas sistem administrasi
perpajakan serta memperluas basis penerimaan, pajak. Salah satu upaya tersebut
dilakukan melalui penyesuaian kebijakan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur
dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemerintah
menetapkan bahwa tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku pada.tahun 2025
berdasarkan Undang-Undang~Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Namun demikian, tarif tersebut tidak diterapkan secara penuh terhadap seluruh
barang dan jasa. Berdasarkan PMK No. 131 Tahun 2024 dan PMK No. 11 Tahun
2025, penerapan tarif 12% dibedakan berdasarkan jenis barang dan jasa. Barang
mewah dikenakan tarif penuh sebesar 12%, sedangkan barang dan jasa non-mewah
menggunakan mekanisme Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dengan

formula 11/12 x harga jual sehingga tarif efektif PPN tetap sebesar 11%. Kebijakan
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ini diterapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus tetap
meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan laporan
(Anna Suci, 2025) Hal ini adalah bagian dari strategi pemerintah dalam
memperkuat penerimaan negara serta menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.
Pemerintah memperkirakan penerimaan dari sektor PPN dan PPnBM mencapai
sekitar Rp. 895,9 triliun pada tahun anggaran 2025. Penyesuaian kebijakan tersebut
menunjukkan bahwa PPN.merupakan salah satu instrumen penting dalam
optimalisasi penerimaan negara.

Seiring dengan perubahan kebijakan tersebut, pemerintah juga melakukan
penyesuaian terhadap mekanisme penghitungan Pajak Pertambahan Nilai melalui
pengaturan mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam sistem PPN, DPP
merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak
yang terutang atas suatu transaksi. Secara umum, perhitungan PPN menggunakan
rumus PPN = Tarif PPN X DPP. Namun.dalam kondisi tertentu pemerintah
menetapkan penggunaan DPP Nilai Lain, yaitu dasar pengenaan pajak yang
dihitung dari persentase tertentu atas nilai transaksi sesuai dengan ketentuan
perpajakan. Dalam kebijakan terbaru, mekanisme. tersebut menggunakan formula
PPN =(11/12 x DPP) % 12%, nilai transaksi terlebih dahulu dikalikan dengan 11/12
sebagai dasar pengenaanpajak scbelum 'dikenakan tarif PPN sebesar 12%.
Mekanisme ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan serta
memberikan kepastian hukum dalam-penghitungan pajak pada transaksi tertentu
(Jannah & Mahagiyani, 2025).

Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan kebijakan perpajakan
seringkali menghadapi berbagai tantangan di tingkat wajib pajak. Salah ‘satu
permasalahan yang sering muncul adalah masih rendahnya tingkat-pemahaman
wajib pajak terhadap ketentwan..perpajakan yang berlaku;~khususnya terkait
mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Hariani & Seventeen, 2025).
Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan
pajak, ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak, serta perbedaan interpretasi terhadap
regulasi yang berlaku. Beberapa pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam
memahami penerapan DPP nilai lain dalam transaksi tertentu, terutama dalam

menentukan dasar pengenaan pajak yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa

Politeknik Negeri Jakarta
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pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan masih menjadi faktor penting
dalam keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan (Subur & Syata, 2024).

Secara statistik, kondisi kepatuhan pajak di Indonesia masih menunjukkan
tantangan yang signifikan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio
kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar 60,3% dari total wajib pajak
terdaftar yang wajib lapor (DJP,.2024). Kondisi ini berlanjut pada tahun 2025, di
mana rasio kepatuhan‘formal wajib pajak tercatat sebesar 76,07%, lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 85,75%, dan belum mencapai target DJP
sendiri sebesar 81,92% (DJP, 2025). Lebih jauh, laporan APBN Kita Kementerian
Keuangan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun
2024 mencapai Rp 764,3 triliun, atau sekitar 98,7% dari target APBN, yang
mengindikasikan masih terdapat gap penerimaan yang perlu dioptimalkan. Tren gap
ini berlanjut pada tahun 2025, di mana penerimaan PPN dan PPnBM terealisasi
Rp790,2 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 4,6%, sejalan dengan realisasi
total penerimaan pajak 2025 yang hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6%
dari target APBN 2025 (Kementerian Keuangan, 2025). Gap ini sebagian
disebabkan oleh kesalahan penghitungan pajak akibat kurangnya pemahaman wajib
pajak terhadap mekanisme"DPP Nilai Lain yang baru diberlakukan (Kementerian
Keuangan, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telahsmengkaji berbagai aspek terkait Pajak
Pertambahan. Nilai baik dari  sisi_ kebijakan .maupun dampaknya terhadap
perekonomian. . Penelitian« yang . dilakukan oleh - Subur dan Syata (2024)
menunjukkan bahwa perubahan kebijakan PPN dapat menimbulkan berbagai
respons dalam masyarakat serta mempengaruhi aktivitas ekonomi. Penelitian lain
yang dilakukan oleh Hariani"dan.Seventeen (2025) menemukan bahwa perubahan
tarif PPN tidak secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena
kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pemahaman perpajakan,
efektivitas pengawasan, dan kemudahan administrasi perpajakan. Selain itu,
penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Mahagiyani (2025) menunjukkan bahwa
penerapan DPP nilai lain dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan

meskipun masih memerlukan penyesuaian sistem serta pemahaman yang baik dari

Politeknik Negeri Jakarta
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pelaku wusaha. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi tetapi
juga oleh tingkat pemahaman wajib pajak.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kebijakan PPN dan dampaknya
terhadap perekonomian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus
mengkaji pemahaman wajib pajak.terhadap pencrapan DPP nilai lain dalam
perhitungan PPN. Sebagian<besar penelitian sebelumnya . lebih menitikberatkan
pada aspek perubahantarif PPN atau dampaknya terhadap perekenomian secara
makro. Sementara . itu, kajian mengenai bagaimana wajib pajak memahami dan
mengimplementasikan ketentuan DPP nilai lain dalam praktik perpajakan masih
relatif terbatas. Pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan merupakan
faktorpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan.
Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pemahaman
wajib pajak yang berdomisili di daerah Jakarta Selatan dan secara langsung
mengimplementasi DPP nilai lain dalam perhitungan PPN.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
beserta peraturan turunannya, yaitu PMK No. 131 Tahun 2024 dan PMK No. 11
Tahun 2025, membawa perubahan mendasar dalam mekanisme perhitungan Pajak
Pertambahan Nilai di Indonesia. Perubahan tersebut memperkenalkan mekanisme
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Laintdengan formula 11/12 X harga transaksi
yang dikenakan tarif PPN sebesar 12%, schingga menghasilkan tarif efektif sebesar
11% untuk barang dan jasa non-mewah. Mekanisme ini relatif baru dan berbeda
dari pola perhitungan PPN yang selama in1 dipahami oleh wajib pajak, sehingga
menimbulkan petensi-kesalahan dalam penghitungan maupun_pelaporan pajak.
Kondisi tersebut diperparah-oeleh.masih rendahnya tingkat-literasi perpajakan di
kalangan wajib pajak badan, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan teknis
DPP Nilai Lain. Sebagaimana ditunjukkan oleh data DJP (2024), rasio kepatuhan
formal wajib pajak baru mencapai 60,3%, yang mengindikasikan masih terdapat
kesenjangan signifikan antara ketentuan regulasi dan implementasi di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini secara khusus berfokus pada

wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di wilayah
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Jakarta Selatan yang secara langsung mengimplementasikan mekanisme DPP Nilai

Lain dalam perhitungan PPN. Pemilihan subjek ini didasarkan pada pertimbangan

bahwa Jakarta Selatan merupakan salah satu pusat aktivitas bisnis dengan

konsentrasi PKP yang tinggi, sehingga dampak kebijakan DPP Nilai Lain dirasakan
secara langsung dalam operasional perpajakan sehari-hari. Namun demikian, belum
terdapat penelitian yang secara komprehensif mengkaji.bagaimana PKP di wilayah
tersebut memahami konsep#DPP Nilai Lain, mengimplementasikannya dalam
perhitungan PPN, serta’kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penerapannya.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisissecara

mendalam pemahaman dan implémentasi DPP Nilai Lain oleh wajib pajak badan

di Jakarta Selatan, sekaligus merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan ketepatan penerapannya.

1.3 Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

pertanyaan penelitian dalam penelitian in1 adalah sebagai berikut:

1. = Bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ‘konsep Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN)?

2. Bagaimana implementasi DPP Nilai Lain“dalam praktik perhitungan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) oleh wajib pajak?

3. Faktor kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menerapkan ketentuan DPP
Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan
ketepatan penerapan DPP Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak mengenai konsep Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).

Politeknik Negeri Jakarta
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2. Menganalisis implementasi DPP Nilai Lain dalam praktik perhitungan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh wajib pajak.

3. Menjelaskan kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menerapkan
ketentuan DPP Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).

4. Menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk.meningkatkan pemahaman
dan ketepatan penerapan DPP Nilai Lain dalam “perhitungan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) oleh wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang perpajakan
secara teotitis maupun praktis seperti berikut ini :
1. ~ Manfaat Teoritis

Penelitian ini  diharapkan  dapat memberikan Kontribusi terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan, terutama
yang berkaitan dengan pemahaman dan implementasi Dasar Pengenaan Pajak
(DPP) Nilai Lain dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil
penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik.mengenai penerapan kebijakan
perpajakan serta memberikan gambaran mengenai bagaimana wajib pajak
memahami dan mengimplementasikan ketentuan DPP Nilai Lain dalam praktik
perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi
penelitian' selanjutnya yang mengkaji topik serupa, khususnya yang berkaitan
dengan kepatuhan wajib pajak, administrasi perpajakan, serta efektivitas kebijakan
perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak.
2. Manfaat Praktis

A. Bagi Wajib Pajak
Hasil penelitian ini“diharapkan_dapat meningkatkan~pemahaman wajib

pajak mengenai penerapan DPP Nilai Lain dalam perhitungan Pajak

Pertambahan Nilai sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam

perhitungan dan pelaporan pajak

B. Bagi Pemerintah atau Otoritas Pajak
Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi otoritas pajak dalam

menilai efektivitas penerapan kebijakan DPP Nilai Lain serta dalam
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merumuskan strategi yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan
wajib pajak.
C. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi maupun
peneliti yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan Pajak
Pertambahan Nilai, khususnya.terkait-implementasi DPP Nilai Lain dalam
praktik perpajakan.
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi
Pembahasan penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab, dengan
urutan seperti berikut:
BAB 1: PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian
mengenai pemahaman dan implementasi DPP Nilai Lain dalam perhitungan PPN.
Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat
penelitian
BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, seperti
perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta-Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Nilai Lain. Selain itu, babini juga membahas“penelitian terdahulu dan kerangka
pemikiran penelitian.
BAB 3: METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian. yang digunakan yaitu penelitian
kualitatif fenomenologi, subjek penelitian yaitu staff pajak, teknik pengumpulan
data yang menggunakan metode wawancara, observasi dan juga dokumentasi, serta
teknik analisis datasyang digunakan dalam penelitian. Penjelasan.ini bertujuan
untuk memberikan gambaran'mengenai prosedur penclitian.yang dilakukan.
BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data
di lapangan serta analisis terhadap data tersebut. Selanjutnya hasil penelitian
dibahas dengan mengaitkannya dengan teori dan rumusan masalah penelitian.

BAB 5: PENUTUP

Politeknik Negeri Jakarta
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Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat
diberikan berdasarkan temuan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat implikasi

penelitian bagi pengembangan ilmu maupun praktik perpajakan.

Hak Cipta:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta
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BAB YV
PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini menelusuri bagaimana wajib pajak badan yang berstatus PKP di

Jakarta Selatan memahami, menerapkan, dan bergulat dengan mekanisme DPP

Nilai Lain berdasarkan PMK No. 131 Tahun 2024 serta PMK No. 11 Tahun 2025.

Lewat wawancara mendalam terhadap tujuh staf pajak dari sektor yang beragam,

diperoleh gambaran empiris yang cukup kaya, tidak sekadar hitam=-putih, melainkan

penuh nuansa lapangan yang jarang tertangkap dari pendekatan kuantitatif semata.

1.

Pemahaman wajib pajak«terhadap konsep DPP Nilai Lain secara umum sudah
terbentuk cukup baik, para informan mengerti bahwa 11/12'digunakan sebagai
penyeimbang agar tarif cfektif tetap 11% meski secara nominal PPN naik
menjadi 12%. Namun kedalaman pemahaman itu tidak setara. Informan yang
sudah lama berada di bidang perpajakan mampu menjelaskan mekanisme ini
dengan perumpamaan yang hidup dan logis, sementara yang masih relatif baru
harus buka dokumen dulu sebelum bisa merinci klasifikasi objek pajaknya.
Sumber informasi pun tidak datang dari jalur resmi, melainkan dari grup
WhatsApp sesama praktisi, media sosial, dan .arahan atasan, yang
mengisyaratkan bahwa. sosialisasi formal. dari DJP belum benar-benar
menyentuh pelaksana di tingkat perusahaan.

Pada implementasi, formula dasarnya sudah dijalankan secara konsisten oleh
seluruh mforman. Yang membedakan bukan paham atau tidaknya, melainkan
seberapa siap sistem yang mereka miliki. Perusahaan dengan ERP yang sudah
diperbarui bisa menghitung DPP Nilai Lain secara otomatis, efisien, dan minim
risiko. Sementara yang masih mengandalkan hitungan manual, terselip potensi
salah angka yang nyata..Pemisahan transaksi dilakukan lewat kede faktur, 010
untuk tarif penuh dan 040 untuk DPP Nilai Lain, sedangkan rekonsiliasi SPT
umumnya menggunakan pendekatan ekualisasi omzet. Implementasi berjalan,

tapi kualitasnya tidak seragam.

. Kendala yang dihadapi tidak cukup disebut sebatas masalah teknis. Sistem

yang belum otomatis, bug desimal di Coretax pada masa awal, kesalahan faktur
yang baru disadari setelah SPT dilaporkan, koordinasi yang macet karena tim

Sales dan Billing tidak paham skema baru, semuanya berjalin membentuk
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hambatan yang berlapis. Yang paling mencolok justru bukan pada niat untuk
patuh, hampir semua informan ingin patuh, tetapi pada kesenjangan antara
cepatnya regulasi berubah dengan lambatnya kesiapan infrastruktur dan
sumber daya manusia menyesuaikan diri.

Respons wajib pajak terhadap semua tekanan itu tidak pasif. Mereka belajar
sambil bekerja, ikut webinar, konsultasi ke KPP, bikin sharing session sendiri
di internal kantor, bahkan rembak sistem bersama tim IT:"Adaptasi itu nyata,
meski berjalan tidak merata dan lebih banyak didorong kebutuhan mendesak
daripada rencana yang matang. Dari sisi rekomendasi, seluruh.informan
mengarah ke dua halsyang sama: buat formula DPP Nilai Lain otomatis di
dalam sistem Coretax supaya input manual bisa dikurangi, dan perluas
sosialisasi yang tersegmentasi sesuaisektor, bukan hanya disebar lewat media
sosial lalu berharap semua orang menemukan sendiri.

Saran
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran diajukan kepada pihak-

pihak yang relevan agar implementasi DPP Nilai Lain dapat berjalan lebih efektif,

merata, dan minim risiko kesalahan di lapangan.

1.

Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya segera menyempurnakan fitur Coretax dan
e-Faktur agar formula DPP Nilai Lain dapat dihitung secara otomatis begitu
nilai transaksi dimasukkan, sehingga staf pajak tidak perlu lagi menghitung
manual dengan risiko salah angka. Selain itu, panduan teknis yang ringkas dan
berbahasa sederhana, bukan bahasa hukum yang kaku, perlu disiapkan dalam
format’ yang mudah diakses. Sesialisasi juga. perlu dirancang secara
tersegmentasi berdasarkan sektor usaha dan tidak cukup hanya mengandalkan
kanal digital pasif.

Bagi perusahaan“yang, berstatus PKP, penelitian ini_menunjukkan bahwa
investasi pada pembaruan sistem ERP dan akuntansi internal bukan sekadar
kemewahan, melainkan kebutuhan nyata untuk menekan risiko kesalahan
hitung dan sanksi. Di samping itu, program sosialisasi internal yang
menjangkau bukan hanya tim pajak tetapi juga unit Sales, Billing, dan Finance
perlu menjadi agenda rutin setiap kali ada perubahan regulasi perpajakan yang

signifikan.

Politeknik Negeri Jakarta
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3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan informan
dengan melibatkan manajer keuangan, konsultan pajak eksternal, dan
perwakilan DJP agar perspektif yang diperoleh tidak hanya dari sisi pelaksana

teknis. Penelitian dengan pendekatan campuran juga layak dipertimbangkan

T
)
=
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b3
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untuk mengukur secara kuantitatif seberapa besar perbedaan compliance cost
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

INFORMAN 1

Usia : 25 Tahun

Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak
Bidang Usaha : Otomotif

Lama bekerja : 2 Tahun

. Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi tentang perubahan tarif

PPN 12% dan mekanisme DPP Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK
No. 11/2025)?

Jawaban : Dari media sosial yang update perpajakan seperti linkedin dan
media laon yang membahas perpajakan

. Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang mewah

(12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?

Jawaban : Klasifikasi yang dimaksud Adalah barang mewah, memakai kode
faktur 08. Sebelumnya menggunakan tarif yang sama yaitu 11%, tapi karena
ada peraturan baru maka tarifnya-menjadi 12%. Sedangkan selain barang
mewah menggunakan dpp nilai lain sebelum dikalikan dengan tari 12%

. Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka

11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%"?
Jawaban : Pemerintah ingin membedakan barang mewah yang tarifnya lebih
besar, dengan tarif barang barang yang diperjualbelikan secara umum .

. Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain

dalam operasional sehari-hari?

Jawaban : Teknisnya Adalah harga bruto dari penjualan dikalikan 11/12,
gunanya agar tarif bisa dikalikan 12% karena di coretax muncul tarifnya
12%

. Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif

12% penuh?

Jawaban : Untuk memisahkan yang menggunakan dpp nilai lain atau tidak,
pertama barang tersebut bukan barang mewah, kedua barang tersebut sering
diperjualbelikan secaraPerusahaan ke Perusahaan-bukan perorangan, tiap
kode faktur pajak memiliki ketentuan masing masing, dengan adanya kode
ini memudahkan kpp mengecek transaksi apakah ril atau dibuat buat

. Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK

No. 11/2025 berlaku?

Jawaban : Ada. Perubahannya harus mencari dpp yang memang khusus
dikalikan 12%. Yang biasanya langsung dikalikan ke tarif 11% sekarang
harus dikalikan dulu ke dpp nilai lain sebelum dikalikan ke tarif 12%
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Bagaimana memastikan akurasi SPT Masa PPN, khususnya
rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?

Jawaban : Langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan konfirmasi
terlebih dahulu kepada bagian Sales, kemudian kepada bagian Accounting,
dan terakhir kepada bagian Tax untuk memastikan apakah transaksi tersebut
benar-benar termasuk dalam kategori DPP Nilai Lain. Dalam proses
identifikasinya, perlu dilakukan.pembedaan berdasarkan jenis transaksi,
yaitu apakah berupa barang'ataujasa. Selanjutnya, tentukan kategori barang
atau jasa yang dimaksud; kemudian verifikasi nilat atau harga transaksinya,
dan setelah itu tentukan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan hasil
verifikasi tersebut, barulah dapat dilakukan rekonsiliasi untuk memastikan
apakah transaksi tersebut termasuk DPP' Nilai Lain. Hal yang perlu
ditekankan adalah melakukan pengecekan kembali ke General Ledger (GL)
serta berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab
atas pencatatan transaksi tersebut guna memastikan keakuratan perlakuan
perpajakannya:

Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP
Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?

Jawaban : Kendalanya adalah butuh adapatasi beberapa waktu untuk
menyesuaikan ke tarif baru, kalo dari bagian accounting hanya memberikan
harga jual transaksi lalu dilanjut ke bagian tax yang menentukan tarif, Pada
barang barang harga 400 juta ke bawah menggunakan DPP Nilai Lain,
sedangkan 400 ke atas masuk ke kategori barang mewah.

Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru
disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?

Jawaban : Melakukan pembetulan atas yang telah kita lapor, dampaknya
Adalah menimbulkan kurang bayar dan terkena sanksi atas kurang bayar.
Kalo yang kita betulkan tidak berpengaruh pada hasil akhir ke kurang bayar
atau lebih bayar maka tidak ada sanksiyang dikenakan. Jika pada saat lapor
Adalah kurang bayar, dan saat pembetulan kurang bayar bertambah maka
dikenakan sanksi telat bayar.

Apa kendala dalam memisahkan dan mengkodekan_ transaksi DPP
11/12 dari sisisSDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?
Jawaban : Kendalanya paling diawal muncul peraturan masih beradaptasi
terhadap peraturan baru Seharusnya KPP membuat sosialisasi untuk para
pekerja yang berkutat pada bagian pajak

Bagaimana dampak kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban
administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : Beban pertama ke staff harus paham tentang peraturan baru ini,
Kedua kalo ada kesalahan Perusahaan harus menanggung sanksi telat bayar
dari KPP sebesar 500 ribu

Politeknik Negeri Jakarta
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Apakah  Bapak/Ibu pernah  khawatir terjadi  kesalahan
perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Gaada sih kalo sampe kayak gitu banget yak. Karena kan kita
ngerjain itu ga sehari kelar, yaa seminggu lah ngerjain PPN. Kita kan sambil
komunikasi ke bagian accounting juga melakukan verifikasi ulang atas
faktur yang di upload

Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain.mempengaruhi kepercayaan
wajib pajak terhadap kepastian hukum dan Keadilan sistem pajak?
Jawaban : Untuk pengenaan DPP nilai lain secara hukum ada sosialisasi
namun belum menyeluruh. Namun saat kita " implementasikan
penggunaannya butuh penyesuaian,pada saat muncul peraturan Masyarakat
banyak yang kecewa karena tarif pajak dinaikkan. Padahal yang terkena
tarif hanya sejumlah kategori saja bukan semua kategori.

Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi
DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain?
Jawaban : Pertama kita komunikasi dengan bagian accounting Ketika ada
pencatatan yang menggunakan DPP Nilai Lain. Kedua merekap pencatatan
yang menggunakan dpp nilai lain, Ketiga memastikan penerbitan faktur
pajak sudah sesuai. Kebanyakan Langkahadaptasi dilakukan seiring dengan
berjalannya pekerjaan secara learning by doing.

Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk
memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : Pertama, seharusnya KPP membuat sosialisasi ke Perusahaan
yang memang terdaftar pada ke KPP tersebut. Atau melakukan edukasi
secara massive menggunakan media sosial
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INFORMAN 2

Usia : 31 Tahun

Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak
Bidang Usaha : Agency

Lama bekerja : 8 Tahun

1.

Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi tentang perubahan tarif
PPN 12% dan mekanisme DPP.Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK
No. 11/2025)?

Jawaban : Dari platformmedia sosial dan media massa elektronik
Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang mewah
(12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?

Jawaban .« 95% paham, namun karena saya'belum pernah terjun langsung
dalam transaksi barang mewah jadi belum terlalu paham, tetatpi untuk
perbedaannya yaitu barang mewah langsung dikenakan tarif 12%
sedangkan non mewah sebelum dikalikan tarif harus menggunakan dpp nilai
lain dahulu

Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka
11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%"?

Jawaban : supaya Masyarakat tidak merasa terbebani dengan tarif 12% dan
menurunkan daya beli pada transaksi barang dan jasa

Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain
dalam operasional sehari-hari?

Jawaban : Mencari DPP Nilai lain terlebih-dahulu melalui hitungan 11/12 x
DPP, kemudian DPP. Nilai Lain x 12%

Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif
12% penuh?

Jawaban : Biasanya di faktur pajak akan memisahkan antara DPP dan DPP
Nilai Lain, dan dari klasifikasi penjualannya juga

Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK
No. 11/2025 berlaku?

Jawaban : Sangat berubah, yang tadinya buat faktur pajak hanya dengan
kode 010 setelah ada nya PMK iini kita perlu buat kode faktur.040 ketika
menjual BKPAKP. non mewah dan kita juga masih_perlu=menghitung
manual DPP Nilai Lain nya

Bagaimana memastikan akurasi SPT Masa PPN, Kkhususnya
rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?

Jawaban : Saya biasanya membuat file manual yang mana berisi faktur
pajak yang di create dibulan tersebut, sehingga Ketika terjadi selisih saya
akan tau penyebab nya

Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP
Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?
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Jawaban : Karena perhitungan nya manual jadi terkadang suka salah angka
Nilai DPP Nilai lainnya karna saat pembuatan faktur harus menghitung
manual

Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru
disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?

Jawaban : Saya belum pernah melakukan kesalahan DPP Nilai lain saat
Faktur/SPT diterbitkan, biasanyarsaya akan make sure angka DPP nya
Kembali sebelum di terbitkan: Tetapi jika.ada, kesalahan pasti akan
melakukan pembetulan

Apa kendala.dalam memisahkan dan mengkodekan transaksi DPP
11/12 darissisi SDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?
Jawaban : Untuk kendala ini saya belum menemukan, namun diawal saya
masih belum terbiasa mengganti kode faktur nya aja

Bagaimana dampak kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban
administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : Mungkin banyak terjadi kesalahan nilai PPN karena DPP Nilai
lain nya salah, dan banyak yangimemungut PPh Unifikasi dari angka DPP
Nilai Lain bukan dari DPP sebenarnya

Apakah  Bapak/Ibu pernah  khawatir  terjadi = kesalahan
perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Diawal peraturan berlaku saya sempat sering ragu dalam
melakukan pemotongan pajak, karna peraturan baru yang keluar jadi harus
menyesuaikan dan memahami lagi terkait peraturan tersebut

Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan
wajib pajak terhadap kepastian hukum dan keadilan sistem pajak?
Jawaban : mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan wajib
pajak karena memberikan dasar perhitungan pajak yang lebih jelas untuk
transaksi tertentu sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan rasa
keadilan dalam sistem perpajakan. Namun, jika aturan dan penerapannya
kurang dipahami wajib pajak, hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan
terhadap sistem pajak.

adaptasi apa_yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi DJP,
pembaruan‘sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai L:ain?
Jawaban : Sering sering membiasakan diri, perbanyak ikut webinar, dan
jangan malu bertanya

Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk
memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : Buat formula untuk DPP Nilai lain, sehingga Ketika kita sudah
memasukan DPP Sebenarnya, DPP nilai lain akan otomatis terhitung
kemudian perbanyak sosialisasi kepada wajib pajak terkait pemotongan PPh
diambil dari DPP Sebenarnya bukan dari DPP Nilai lain
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INFORMAN 3

Usia : 24 Tahun
Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak
Bidang Usaha : Konstruksi
Lama bekerja : 2 Tahun
1. Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi tentang perubahan tarif

PPN 12% dan mekanisme DPP.Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK
No. 11/2025)?

Jawaban : Awalnya pastidari grup-grup WhatsApp anak tax, terus langsung
crosscheck ke akun'media sosial resmi DJP sama web JDIH Kemenkeu buat
download PMK-nya. Selain itu, biasanya dari obrolan pas ikut sosialisasi
yang diadakan sama KPP setempat.

. Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang mewah

(12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?

Jawaban : Paham banget. Kasarnya, kalau barang mewah atau yang normal
ya langsung hajar 12% penuh dari harga jual. Tapi kalau yang non-mewah
tertentu sesuai aturan baru ini, kita pakaijalur khusus, yaitu DPP Nilai Lain
(pake fraksi 11/12), jadi hitung-hitungannya agak muter sedikit.

. Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka

11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%"?

Jawaban : Ini sebenarnya taktik matematis pemerintah. Di undang-undang
kan tarif PPN naik jadi 12%, tapi pemerintah mau ngejaga daya beli
masyarakat biar nggak kaget. Makanya diakali-dengan cara DPP-nya yang
dikecilkan (dikali 11/12). Jadi pas dikali tarif baru 12%, ujung-ujungnya
tarif efektifnya tetap ketemunya 11%. Tarifnya naik di atas kertas, tapi
beban riil di dompet konsumen masih sama.

. Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain

dalam operasional sehari-hari?

Jawaban : Di lapangan, setiap ada transaksi yang masuk kategori ini, kita
nggak bisa langsung kali 12%. Kita harus cari tahu dulu DPP Nilai Lainnya:
Harga Jual dikali dulu sama 11/12. Nah, angka hasil perkalian itu yang kita
jadikan ‘dasar.buat dikali 12% buat nyari PPN-nya. Biar nggak pusing,
rumusnya langsung Kita kunci di Excel kerja atau sistem ERP:

. Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif

12% penuh?

Jawaban : Kuncinya ada di tax code atau pengkodean di awal input
akuntansi. Transaksi yang pakai DPP 11/12 kita pisahin kodenya dari
transaksi yang tarif normal 12%. Jadi pas akhir bulan mau ditarik datanya,
tinggal filter aja, nggak perlu nyortir manual satu-satu lagi.
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Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK
No. 11/2025 berlaku?

Jawaban : Berubah di bagian pengisian detailnya, terutama pas penyesuaian
ke Coretax atau e-Faktur terbaru. Kita harus mastiin memilih jenis DPP
Nilai Lain dan angka DPP yang masuk ke faktur itu adalah angka yang
sudah disusutkan (yang dikali 11/12 itu), bukan nilai gross aslinya.

. Bagaimana memastikan akurasi SPT_ Masa PPN, Kkhususnya

rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?

Jawaban : Senjatanya cuma satu: ekualisasi omzet. Tiap akhir masa, kita
sandingkan data pendapatan di Laporan Keuangan sama SPT Masa PPN.
Kita pilahsmana yang tarif 12% penuh, mana yang DPP Nilai Lain. Kita
hitungulang, kalau total DPP di SPT dikalikan proporsinya sudah. cocok
sama.omzet di pembukuan, baru kita berani submit.

Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP
Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?

Jawaban : Apalagi kalau bukan sistem komputer yang kaget. Sistem ERP
internal perusahaan harus diubah rumusnya mendadak, belum lagi aplikasi
e-Faktur/Coretax dari DJP yang di awal-awal kadang error atau bug gara-
gara masalah pembulatan angka desimal dari pecahan 11/12 itu.
Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru
disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?

Jawaban : Solusinya ya mau nggak mau bongkar celengan waktu buat bikin
Faktur Pajak Pengganti. Kita benerin DPP dan PPN-nya di faktur baru, terus
lanjut melakukan Pembetulan SPT Masa PPN. Kalau efeknya bikin kurang
bayar, ya perusahaan harus segera setor kekurangannya plus siap-siap sama
sanksi bunga berjalannya.

Apa kendala dalam memisahkan dan mengkodekan transaksi DPP
11/12 dari sisi SDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?
Jawaban : SDM & Prosedur: Orang-orang di luar tim tax (kayak orang Sales
atau Billing) seringnya nggak tahu-menahu soal aturan baru ini. Mereka
main asal bikin.invoice pakai cara lama. Koordinasi: Ini yang bikin pusing.
Kadang orang-eperasional udah telanjur kirim tagihan ke klien-tanpa pakai
skema DPP Nilai Lain. Efeknya, orang fax yang harus kerja dua kali buat
minta revisi dokumen pendukungnya ke tim internal.

Bagaimana dampak kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban
administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : Jelas bikin tambah repot. Kerja tim fax jadi lebih panjang karena
harus ngecek ulang setelan master data, verifikasi invoice lebih ketat, dan
bikin rekonsiliasi yang rumitnya dobel dibanding biasanya.

Politeknik Negeri Jakarta



eyieyer uabap Niuyaljod uizi edue)

g
v
]
=}
Q
=
=5
T
o
=
—
Q.
-]
=
3
[}
-
[
=
=
o
=
=
[}
T
[}
=
=
=
Q
o
=
<
o
=
Q
g
&L
[
-
v
S
=
(1)
==
=,
==
=
(1]
Q
[}
—
o
o
=
o
-
-
o

N
=0 - Y
S o]
s 23
= @
Qe s
355
= =
833
=]
3 <
c Q
3 c
=3 3
o e
5 =
ol s
3%
3 5
m =-
-
358
B e S
= ©
T
533
Seg
-~
< ®
) )
T
9 @3
Q 5
59 0
S =
ga'_ (Y]
8 ®>
< o
w m
o 5
c 2 £
£ =
c 2
25
2273
= <
IS P
- —
E53
=
s
3. °
o S
S £
m —
3 £
5 &
°
z ¢
o
~ 3
5 T
s B
o] =
c S
3 @
Q
=
=,
q.
=
—
Q
-+
Q
=
o
3,
Q
=
Q
=
w
=
O
~*
=
3
1)
w
o
Q
3

-
)
o
=
o
=3
Q
3
(]
>
Q
c
=,
T
w
o
o
o
-
o
=
Q
-
o
c
w
o
c
=
c
=
b3
o
=
<
o
~
=
w
=
-
o
=]
T
o
3
(]
3
n
Q
=]
-
c
3
==
o
=]
Q.
o
=]
3
(]
=
<
m
o
c
-
=
o
=]
w
c
3
o
m
=

X
m
=
0
S
-+
Y

o
m
x
0
©
-+
9
§.
;
o
2,
=.
®
x
E.
x
P4
®
Q
o
:.
o
o
x
3
‘
-+
Y

12.

13.

14.

15.

79

Apakah  Bapak/Ibu pernah  khawatir terjadi  kesalahan
perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Pasti adalah, itu sudah jadi makanan sehari-hari anak fax. Salah
rumus sedikit aja di DPP, efek dominenya bisa panjang: faktur dianggap
cacat atau SPT salah lapor. Kalau sudah begitu, tinggal tunggu waktu aja
disenggol sama AR (Account Representative) pas pemeriksaan.
Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain.mempengaruhi kepercayaan
wajib pajak terhadap kepastian hukum dan Keadilan sistem pajak?
Jawaban : Sebenarnya niat pemerintah bagus buat meclindungi konsumen
lewat tarif efektif 11% itu. Tapi jujur, mekanismenya bikin aturan pajak kita
jadi kurang simpel. Hukumnya sih'pasti karena ada PMK-nya, tapiidari sisi
praktisi, i1 nambah_compliance cost—XKita,jadi buang waktu dan tenaga
lebih.banyak cuma buat ngurusin sistem administrasinya.

Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi
DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain?
Jawaban : Tkuttax update atauwebinar-webinar biar nggak ketinggalan info
terupdate. Sering-sering konsultasi dan "curhat" ke AR di KPP biar satu
frekuensi pemahamannya. Bikin sharing session kecil-kecilan ke anak-anak
Finance, Accounting, sama Billing biar mereka paham alur barunya.
Ngerombak bareng tim IT buat update rumus fax code di sistem akuntansi
kantor.

Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk
memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : Sistem e-Faktur atau Coretax-nya tolong dibikin lebih stabil dan
otomatis, jadi kalau kita pilih menu DPP Nilai Lain, sistemnya sudah
langsung bantu hitung otomatis biar meminimalisir salah ketik manual.
Plus, kalau bisa infografis ataupanduan belajarnya dibikin yang ringkas dan
gampang dipahami, jangan bahasa hukum yang kaku banget.

Politeknik Negeri Jakarta
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INFORMAN 4

Usia : 25 Tahun

Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak
Bidang Usaha : Otomotif

Lama Bekerja : 3 Tahun

1.

Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi tentang perubahan tarif
PPN 12% dan mekanisme DPP.Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK
No. 11/2025)?

Jawaban : Dari berita dan pengumuman resmi pemerintah

Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang mewah
(12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?

Jawaban .« PPN dengan.dpp nilai lain (Barang/Jasa Umum): Diberlakukan
untuk transaksi barang dan jasa sehari-hari yang membuat tarif efektif'yang
berlaku sejumlah 11%. Sedangkan barang mewah menggunakan tarif 12%
tanpa dpp nilai lain.

Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka
11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%?

Jawaban : Menurut saya ini hanya usaha pemerintah untuk agar tetap
menjaga daya beli Masyarakat menengah agar tidak turun akibat kenaikan
tarif tersebut.

Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain
dalam operasional sehari-hari?

Jawaban : Teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain
dilakukan dengan .mengalikan persentase Nilai Lain terhadap Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) normal, lalu dikalikan tarif PPN.

Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif
12% penuh?

Jawaban : Kalau sekarang yang saya alamin untuk membedakan tarifnya
saya lihat dari kategori barang yang isaya jual seperti mobil gasoline itu
menggunakan tarif penuh 12%. tetapi untuk mobil angkutan barang
menggunakan perhitungan DPP 11/12.

Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK
No. 11/2025'berlaku?

Jawaban : Menurut saya tidak terlalu berubah secara signifikan karena kalau
dilihat dari perhitungannya sama saja hanya berbeda cara menghitungnya
saja. Mungkin jadi harus lebih teliti lagi untuk memilih kode faktura apa
yang mau digunakan.

Bagaimana memastikan akurasi SPT Masa PPN, Kkhususnya
rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?

Jawaban : Sejauh ini sih untuk keakuratan SPT PPN dengan adanya system
nilai lain ini sih masih aman aja mungkin untuk rekonsiliasinya jadi harus
misahin mana yang nilai lain mana yang normal aja.

Politeknik Negeri Jakarta
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Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP
Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?

Jawaban : Kendalanya yang jelas Ketika sebelum pembuatan faktur harus
melakukan perhitungan double untuk nilai lainnya, karena secara system
tidak otomatis muncul untuk nilai lainnya

Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru
disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?

Jawaban : Melakukan pembetulan SPT masa. tersebut akibat pembetulan
faktur tersebut

Apa kendala.dalam memisahkan dan mengkodekan transaksi DPP
11/12 darissisi SDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?
Jawaban ¢ untuk system coretaxnya juga masih belum bisa melakukan
perhitungan nilai lain secara otomatis. Mungkin kendalanya Ketika terjadi
penumpukan transaksi dalam volume yang tinggi sering kali terjadi
ketidaktelitian atau human eror karna harus melakukan penghitungan
terhadap dppnilai lain juga:

Bagaimana dampak Kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban
administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : untuk ini tidak terlalu berdampak untuk beban administrasi
kecuali ada Perusahaan yang mau merubah system akuntansi nya agar
otomatis menggunakan nilai lain.

Apakah  Bapak/Ibu pernah  khawatir terjadi kesalahan
perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Pasti adalah, itu sudah jadi makanan sehari-hari anak rax. Salah
rumus sedikit aja di DPP, efek dominenya bisa panjang: faktur dianggap
cacat atau SPT salah lapor. Kalau sudah begitu, tinggal tunggu waktu aja
disenggol sama AR (Account Representative) pas pemeriksaan.
Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan
wajib pajak terhadap kepastian hukum dan keadilan sistem pajak?
Jawaban : Ini memperkuat kepercayaan wajib pajak dengan mencegah
penghitungan pajak yang subjektif, memastikan perlakuan pajak yang
setara, dan menyesuaikan tarif PPN tanpa membebani konsumen secara
langsung.

Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi
DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain?
Jawaban : baca peraturan terkait apa saja yang termasuk dalam perhitungan
nilai lain atau konsultasi ke KPP untuk memastikan.

Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk
memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : menurut saya dengan mengupdate system dicoretax agar nilai lain
muncul secara otomatis mungkin itu dapat memudahkan dan mempercepat

Politeknik Negeri Jakarta
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proses. Dan memperluas untuk sosialisasi ke masing masing Perusahaan
untuk memastikan Perusahaan mendapatkan pemahaman mendalam

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta
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INFORMAN 5

Usia : 24 Tahun
Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak
Bidang Usaha : Jasa Proftesional
Lama Bekerja : 3 Tahun
1. Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi tentang perubahan tarif

PPN 12% dan mekanisme DPP Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK
No. 11/2025)?
Jawaban : Situs'DJP; berita, dan postingan instagram

. Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang.mewah

(12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?

Jawaban : Saya memahami bahwa sejak berlakunya PMK No. 11 Tahun
2025, terdapat perlakuan yang berbeda antara barang/jasa non-mewah dan
barang mewah. Untuk barang dan jasa non-mewah, tarif PPN secara
nominal memang 12%, tetapi dasar pengenaan pajaknya menggunakan DPP
Nilai Lain sebesar 11/12 dari® harga jual sehingga tarif efektif yang
dibebankan kepada konsumen tetap sekitar 11%. Sementara itu, untuk
barang yang tergolong mewah, tarif PPN 12% dikenakan langsung atas
seluruh nilai transaksi tanpa menggunakan DPP NilaiLain. Oleh karena itu,
perusahaan harus mampu mengidentifikasi jenis transaksi yang termasuk
kategori mewah dan non-mewah agar tidak terjadi kesalahan pemungutan
pajak.

. ‘Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka

11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%?

Jawaban : Menurut pemahaman saya, penggunaan angka 11/12 merupakan
kebijakan transisi . untuk menjaga 'daya beli masyarakat sekaligus
menjalankan amanat kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Dengan mekanisme
tersebut, pemerintah dapat menerapkan tarif PPN 12% secara hukum, tetapi
beban pajak yang ditanggung konsumen atas barang dan jasa non-mewah
tidak meningkat secara signifikan karena tarif efektifnya tetap sekitar 11%.
Kebijakan "ini.juga bertujuan mengurangi dampak inflasi.dan menjaga
stabilitas konsumsi masyarakat.

. Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain

dalam operasional sehari-hari?

Jawaban : Dalam operasional sehari-hari, perusahaan terlebih dahulu
menentukan nilai transaksi atau harga jual sebelum PPN. Nilai tersebut
kemudian dikalikan dengan 11/12 untuk memperoleh DPP Nilai Lain.
Setelah itu, tarif PPN 12% dikenakan atas DPP tersebut. Sebagai contoh,
apabila harga jual suatu barang adalah Rp100.000, maka DPP Nilai Lain
menjadi Rp91.667 (100.000 x 11/12). PPN terutang adalah Rp11.000 (12%

Politeknik Negeri Jakarta



eyieyer uabap Niuyaljod uizi edue)

g
v
]
=}
Q
=
=5
T
o
=
—
Q.
-]
=
3
[}
-
[
=
=
o
=
=
[}
T
[}
=
=
=
Q
o
=
<
o
=
Q
g
&L
[
-
v
S
=
(1)
==
=,
==
=
(1]
Q
[}
—
-
o
=
o
-
-
o

N
=0 - Y
S o]
s 23
= @
Qe s
355
= =
833
=]
3 <
c Q
3 c
=3 3
o e
5 =
~
Sa 3
3%
3 5
m =-
-
358
B e S
= ©
-
533
Seg
-~
< ®
) )
T
9 @3
Q 5
59 0
S =
ga'_ (Y]
8 ®>
< o
w m
o 5
c 2 £
£ =
c 2
25
323
= <
IS P
- —
E53
=
s
3. °
o S
S £
m —
3 £
5 &
°
z ¢
o
~ 3
5 T
s B
o] =
c S
3 @
Q
=
=,
q.
=
—
Q
-+
Q
=
o
3.
Q
=
Q
=
w
=
O
~*
=
3
1)
w
o
Q
3

-
)
o
=
o
=3
Q
3
(]
>
Q
c
=,
T
w
o
o
o
-
o
=
Q
-
o
c
w
o
c
=
c
=
b3
o
=
<
o
~
=
w
=
-
o
=]
T
o
3
(]
3
n
Q
=]
-
c
3
==
o
=]
Q.
o
=]
3
(]
=
<
m
o
c
-
=
o
=]
w
c
3
o
m
=

X
m
=
0
S
-+
Y

o
m
x
0
©
-+
9
g.
;
o
2,
:’
®
x
E.
=
P4
®
Q
o
:.
o
o
x
3
‘
-+
Y

84

x Rp91.667). Dengan demikian, jumlah PPN yang dipungut tetap setara
dengan 11% dari harga jual.

. Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif

12% penuh?

Jawaban : Pemisahan transaksi dilakukan melalui klasifikasi produk dan
pengaturan sistem administrasi perusahaan. Biasanya perusahaan membuat
kode pajak yang berbeda untuk.transaksisyang menggunakan DPP Nilai
Lain dan transaksi yang.dikenakan tarif 12% penuh. Selain itu, bagian
penjualan, perpajakan, dan akuntansi perlu memiliki daftar barang atau jasa
yang menjadiobjek tarif penuh sehingga proses pencatatan dan pelaporan
dapat dilakukan secara konsisten.

. Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK

No. 11/2025 berlaku?

Jawaban : Terdapat beberapa penyesuaian, terutama terkait'pengisian dasar
pengenaan pajak dalam faktur pajak. Sistem e-Faktur dan sistem internal
perusahaan harus mampu menampilkan DPP Nilai Lain secara benar untuk
transaksi yang memperoleh fasilitas tarif efektif 11%. Perubahan ini
mengharuskan perusahaan melakukan pembaruan sistem dan memastikan
bahwa seluruh staf yang terlibat memahami mekanisme pengisian faktur
sesuai ketentuan terbaru.

. Bagaimana memastikan akurasi SPT Masa PPN, Kkhususnya

rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?

Jawaban : Akurasi SPT Masa PPN dapat dijaga melalui rekonsiliasi berkala
antara data penjualan, faktur pajak keluaran, pencatatan akuntansi, dan
laporan pajak. Perusahaan juga perlu melakukan pengecekan ulang terhadap
perhitungan DPP Nilai Lain serta memastikan bahwa transaksi yang
menggunakan tarif efektif 11% dantatif 12% penuh telah dikelompokkan
dengan benar. Audit internal dan review sebelum pelaporan juga menjadi
langkah penting untuk meminimalkan kesalahan.

. Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP

Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?

Jawaban : Kendala awal yang paling sering muncul adalah.penyesuaian
sistem informasi. akuntansi dan perpajakan.  Banyak..sisttm yang
sebelumnya dirancang untuk satu tarif dan satu DPP sehingga perlu
dimodifikasi agar dapat mengakomodasi perhitungan DPP Nilai Lain.
Selain itu, staf administrasi dan pajak juga membutuhkan waktu untuk
memahami mekanisme baru agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan
faktur maupun pelaporan SPT.

. Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru

disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?
Jawaban : Apabila kesalahan ditemukan setelah faktur atau SPT diterbitkan,
perusahaan biasanya melakukan pembetulan sesuai prosedur yang berlaku.

Politeknik Negeri Jakarta
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Faktur pajak yang salah dapat diganti atau diperbaiki melalui mekanisme
pembetulan faktur, sedangkan SPT Masa PPN dapat dibetulkan dengan
menyampaikan SPT pembetulan. Selain itu, perusahaan melakukan evaluasi
internal untuk memastikan kesalahan serupa tidak terulang pada periode
berikutnya.

Apa kendala dalam memisahkan dan mengkodekan transaksi DPP
11/12 dari sisi SDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?
Jawaban : Dari sisi SDM, kendalanya adalah perbedaan tingkat pemahaman
antarpegawai mengenai-aturan baru. Dari sisi prosedut;.perusahaan perlu
memperbarui SOP yang sudah ada agar sesuai dengan Ketentuan terbaru.
Sementara‘itu; dari sisi koordinasi, sering kali diperlukan komunikasi yang
lebih intensif antara bagian penjualan, keuangan, akuntansi, dan perpajakan
agar klasifikasi transaksi dilakukan secara seragam.

Bagaimana dampak kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban
administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : Kebijakan ini cenderung meningkatkan beban administrasi
karena perusahaan harus melakukan klasifikasi transaksi yang lebih rinci,
memperbarui sistem, melakukan pengawasan tambahan, serta memastikan
kesesuaian antara data transaksi dan pelaporan pajak. Meskipun demikian,
setelah sistem dan prosedur berjalan dengan. baik, beban tersebut biasanya
menjadi lebih terkendali.

Apakah  Bapak/Ibu pernah  khawatir terjadi kesalahan
perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Ya, terutama pada masa awal penerapan aturan baru. Adanya
perbedaan perlakuan antara DPP Nilai ‘Lain dan ‘tarif 12% penuh
meningkatkan  risiko _kesalahan = klasifikasi maupun perhitungan.
Kekhawatiran  tersebut™ mendorong . perusahaan untuk melakukan
pemeriksaan internal yang lebih ketat sebelum pelaporan pajak dilakukan.
Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan
wajib pajak terhadap kepastian hukum dan keadilan sistem pajak?
Jawaban : Di satu sisi, kebijakan ini dianggap membantu menjaga beban
pajak masyarakat sehingga mencerminkan aspek keadilan. Namun di sisi
lain, adanyas=mekanisme perhitungan yang lebih kompleks dapat
menimbulkan kebingungan apabila sosialisasi dan petunjuk teknis tidak
disampaikan secara jelas. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat
bergantung pada konsistensi regulasi dan kualitas sosialisasi dari
pemerintah.

Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi
DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain?
Jawaban : Langkah yang dilakukan meliputi pembaruan sistem akuntansi
dan perpajakan, penyusunan SOP baru, pelatihan bagi staf terkait, serta
konsultasi dengan DJP atau konsultan pajak untuk memastikan interpretasi
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aturan sudah sesuai. Selain itu, perusahaan juga melakukan simulasi
perhitungan sebelum aturan diterapkan secara penuh.

Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk
memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : Dukungan yang paling dibutuhkan adalah sosialisasi yang
berkelanjutan, pedoman teknis yang rinci, contoh kasus yang mudah
dipahami, serta pemngkatan [ m perpajakan elektronik.
Dengan adanya pandusa e as da ~:. risiko kesalahan

interpretasi dapat di
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INFORMAN 6

Usia : 28 Tahun

Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak
Bidang Usaha : Jasa Proftesional
Lama Bekerja : 7 Tahun

1.

Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi _tentang perubahan tarif
PPN 12% dan mekanisme DPP Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK
No. 11/2025)?

Jawaban :.dari Manager Finance

Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang mewah
(12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?

Jawaban : Saya cukup memahami bahwa barang mewah dikenakan PPN
12% penuh atas seluruh nilai transaksi, sedangkan barang atau jasa non-
mewah tertentumenggunakan DPP Nilai Lain sebesar 11/12 dariharga jual
sehingga tarif efektif yang dikenakan tetap sekitar 11%. Perbedaannya
terletak pada dasar pengenaan pajak dan hasil akhir beban pajak yang
dibayar.

Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka
11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%?

Jawaban : Angka 11/12 digunakan sebagai penyesuaian DPP agar meskipun
tarif resmi 12%, hasil akhirnya tetap setara dengan tarif efektif 11% dari
nilai transaksi. Tujuannya untuk menjaga agar beban pajak tidak berubah
secara drastis dan tetap konsisten bagi wajib pajak.

Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain
dalam operasional sehari-hari?

Jawaban : Perhitungannya dilakukan dengan mengalikan nilai transaksi
dengan 11/12 untuk mendapatkan DPP; lalu dikenakan tarif PPN 12%. Hasil
akhirnya setara dengan sekitar 11% dari nilai transaksi dan biasanya sudah
dihitung otomatis oleh sistem.

Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif
12% penuh?

Jawaban : Pemisahan dilakukan dengan memberi kode atau kategori
berbeda sejak awal pencatatan transaksi, yaitu membedakan mana yang
menggunakan DPP 11/12 dan mana yang dikenakan PPN 12% penuh,
sehingga sistem dapat menghitung pajak secara tepat dan konsisten.
Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK
No. 11/2025 berlaku?

Jawaban : Tidak ada perubahan besar pada format faktur pajak, tetapi ada
penyesuaian teknis terutama pada pengisian DPP dan pengkodean transaksi
agar sesuai dengan ketentuan PMK 11/2025.
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Bagaimana memastikan akurasi SPT Masa PPN, khususnya
rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?

Jawaban : Akurasi SPT dijaga dengan rekonsiliasi antara data penjualan, e-
Faktur, dan laporan keuangan, serta memastikan perhitungan DPP 11/12
sudah sesuai ketentuan dan konsisten sebelum pelaporan.

Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP
Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?

Jawaban : Penginputan DPP nilai lainnya secara manual

Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru
disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?

Jawaban ::melakukan pengganti dan pembetulan SPT.

. Apa kendala dalam_memisahkan dan mengkodekan transaksi DPP

11/12 dari sisi SDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?
Jawaban : Kendalanya meliputi pemahaman SDM yang:.belum merata,
penyesuaian SOP dan sistem yang cukup kompleks, serta koordinasi antar
departemen yang harus konsisten ‘agar tidak terjadi salah klasifikasi
transaksi DPP 11/12.

Bagaimana dampak kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban
administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : meningkatnya beban administrasi karena perusahaan harus lebih
teliti mengklasifikasikan transaksi, menyesuaikan Kembali system terhadap
peraturan tetbaru

Apakah  Bapak/Ibu pernah Kkhawatir terjadi kesalahan
perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Ya, ada kekhawatiran karena kesalahan kecil dalam klasifikasi
atau perhitungan PPN bisa berdampak pada sanksi.

Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan
wajib pajak terhadap kepastian hukum dan keadilan sistem pajak?
Jawaban : mekanisme DPP Nilai Lain dapat meningkatkan kepastian hukum
karena diatur jelas.

Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi
DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain?
Jawaban :"Adaptasi dilakukan melalui pelatihan SDM, konsultasi dengan
DJP/konsultan pajak, serta pembaruan sistem akuntansi dan e-Faktur agar
dapat menghitung dan mengelola DPP Nilai Lain secara tepat dan sesuai
ketentuan.

Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk
memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : Dukungan yang dibutuhkan adalah sosialisasi yang jelas,
panduan teknis yang rinci, sistem e-Faktur yang lebih mudah digunakan,
serta layanan konsultasi DJP yang cepat dan responsif untuk membantu
wajib pajak menghindari kesalahan.
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INFORMAN 7

Usia : 26 Tahun

Jabatan / Pekerjaan : Staff Pajak
Bidang Usaha : Fintech

Lama Bekerja : 4 Tahun

1.

Dari mana Bapak/Ibu mendapat informasi tentang perubahan tarif
PPN 12% dan mekanisme DPP.Nilai Lain (PMK No. 131/2024 & PMK
No. 11/2025)?

Jawaban : Informasididapatkan dari berita di jejaring.sosial media.
Seberapa paham Bapak/Ibu tentang perbedaan PPN barang mewah
(12% penuh) vs. non-mewah (DPP 11/12)?

Jawaban : Sedikit paham, akan tetapi jika harus menjelaskan mana saja yang
dikenakan 12% penuh, atau 11/12 mungkin masih harus membuka karna
peraturan pemerintah perihal ini sangat banyak dan harus di'telaah lebih lagi
Bagaimana Bapak/Ibu memahami alasan pemerintah memakai angka
11/12 agar tarif efektif PPN tetap 11%?

Jawaban : Karna pemerintah sebelum nya sudah menyampaikan jika ppn
menjadi 12% dan banyak nya masyarakat Indonesia yang menolak, pada
akhirnya pemerintah membuat seakan” naik: 12% dengan koefisien
perhitungan yang berbeda jadi memakai 11/12. Jadi efektif tetap 11%.
Bagaimana teknis perhitungan PPN terutang dengan DPP Nilai Lain
dalam operasional sehari-hari?

Jawaban : Sangat mudah, yang biasanya DPP langsung dikalikan 12% maka
DPP harus dikalikan, 11/12 dahulu untuk mendapatkan PPn efektif 11%.
Bagaimana cara memisahkan transaksi DPP 11/12 dari transaksi tarif
12% penuh?

Jawaban : Cara memisahkan nya sedikit menyusahkan yaa, tapi bisa dilihat
Kembali ketentuan™ nya. Dan untuk tarif 12% dalam faktur pajak sedikit
lebih mudah membedakan nya dengan kode 010, Adapun untuk 11/12 itu
pakai 040.

Adakah perubahan signifikan dalam pembuatan faktur setelah PMK
No. 11/2025 berlaku?

Jawaban :perubahan signifikan terjadi pada 11/12 1tu menggunakan kode
faktur 040 ketentuan Nilai Lain.

Bagaimana memastikan akurasi SPT Masa PPN, Kkhususnya
rekonsiliasi DPP Nilai Lain dengan tarif efektif?

Jawaban : Memahami konsep DPP Nilai Lain , dan juga memilki akurasi
perhitungan manual terhadap PPN serta mengekualisasi di tiap bulan nya.
Kendala teknis apa yang pertama kali ditemui saat menerapkan DPP
Nilai Lain (faktur, akuntansi, SPT)?

Jawaban : faktur , mengunakan dpp nilai lain harus manual dan ini menjadi
kendala karna sering sekali tidak diubah antara dpp awal menjadi dpp nilai
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12.

13.

14.

15.
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lain. akuntansi menjadi salah pemahaman terhadap dpp yang dikenakan
ppn. SPT awal sekali DPP nilai lain banyak sekali kejadian eror data nya.
Bagaimana menangani kesalahan penerapan DPP Nilai Lain yang baru
disadari setelah faktur/SPT diterbitkan?

Jawaban : Langkah paling utama lakukan proses pembatalan faktur lalu
membuat faktur dari awal. Jika tidak memungkinkan lakukan pembetulan
pada faktur dengan merubah kode-faktur pajak nya.

Apa kendala dalam memisahkan dan mengkedekan transaksi DPP
11/12 dari sisi SDM, prosedur, dan koordinasi antar departemen?
Jawaban : Kendala utama diawal masih banyak “‘yang.belum ter-
sosialisasikanjika penggunan DPP Nilai lain sudah digunakan.
Bagaimana dampak kebijakan DPP Nilai Lain terhadap beban
administrasi perpajakan perusahaan?

Jawaban : Dampak nya sangat besar, system akuntansi dan perpajakan harus
ada update terbaru, pemilahan transaksi juga harus lebih lagi dalam
menenutukan dikenakan dpp-nilai lain, ‘krn Tingkat sepertivini resiko
kesalahan dalam berhitung pun.menjadi besar/tinggi.

Apakah  Bapak/Ibu  pernah . Khawatir = terjadi = kesalahan
perhitungan/pelaporan PPN yang berujung sanksi?

Jawaban : Menurut saya khawatir itu perlu, selagi melakukan perhitungan
dan penggunan dpp nilai lain lebih teliti lagi.

Bagaimana mekanisme DPP Nilai Lain mempengaruhi kepercayaan
wajib pajak terhadap kepastian hukum dan keadilan sistem pajak?
Jawaban : Pengaruh sangat besar, Selagi masyrakat tidak dibebankan
dengan kenaikan PPN maka sesulit apapun koefisien’ perhitungan yang
diberikan pemerintah, masyarakan akan tetap percaya bahwa pedoman baku
yang diberikan pemerintah dalam berhitung dpp nilai lain itu ada.
Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan, konsultasi
DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai Lain?
Jawaban : Langkah adaptasi apa yang sudah dilakukan (pelatihan,
konsultasi DJP, pembaruan sistem) untuk mematuhi ketentuan DPP Nilai
Lain? Semua. Langkah harus dilakukan untuk memudahkan Tingkat
pekerjaan danrmemberikan resiko kesalahan sedikit rendah.

Dukungan apa dari pemerintah/DJP yang paling dibutuhkan untuk
memudahkan implementasi DPP Nilai Lain?

Jawaban : Sangat banyak dan bisa di cari karena pemerintah memberikan
pedoman perhitungan DPP Nilai Lain.
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